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MOTTO
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ABSTRACT

Synchronization of the provision of provisions with the duties of the public
prosecutor as the executor of criminal decisions is the title of this legal research,
which has two objectives of this legal research, including to find out about the
authority of the public prosecutor and the Directorate General of Corrections in
implementing criminal decisions, and to find out how to synchronize the regulations
regarding the granting of remissions by the Directorate General of Corrections and
the public prosecutor.

The research method used in this legal research uses the typology of
normative research, then this legal research uses the statute approach method, the
conceptual approach method, then uses the case approach method.

The relationship of the duties of the prosecution institution where the
prosecution institution is a prosecutor's office acting as a public prosecutor who in
accordance with the law has the duties and authorities stated in Article 30 of Law
of the Republic of Indonesia Number 14 of 2004 concerning the Prosecutor's Office
in the criminal field as the one who carries out prosecution, carries out judge's
decisions and court decisions with permanent legal force, carries out supervision
of the implementation of criminal decisions, conducts investigations, and completes
case files. Furthermore, the duties and authorities of correctional institutions refer
to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, correctional institutions are
institutions or places to carry out the function of providing guidance to prisoners.
Correctional institutions also continue to pay attention to the human rights of
prisoners, prisoners also have their rights as prisoners, one of which is the right to
receive remission, the technicalities of granting this remission are regulated in the
Regulation of the Ministry of Law and Human Rights Number 03 of 2018
concerning the Requirements and Procedures for Granting Remission,
Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release,
and Conditional Leave and its amendments, then regarding the regulation of
granting this remission is not further regulated in the prosecutor's law or in the
attorney general's regulations so that it is felt that there is a gap in the regulation
regarding the granting of this remission when viewed from the duties and
authorities of the prosecutor as the public prosecutor as the executor of a criminal
decision that has permanent legal force in Article 1 Number 6 Letter a and letter b
of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure
Law or the Criminal Procedure Code also explains that the one who carries out the
criminal decision is the public prosecutor, therefore there is a need for a legal
umbrella so that the two institutions can carry out their respective duties and
authorities in accordance with the laws and regulations.

Keywords: Synchronization, Remission, Public Prosecutor, Prosecutor's Office,
Correctional Institution.



ABSTRAK

Sinkronisasi pengaturan pemberian remisi bagi narapidana dengan tugas
penuntut umum sebagai eksekutor putusan pidana merupakan judul dari penelitian
hukum ini yang mana terdapat dua tujuan dari penelitian hukum ini diantaranya
adalah supaya mengetahui mengenai bagaimana wewenang daripada penuntut
umum dan dircktorat jenderal pemasyarakatan dalam melaksanakan putusan
pidana, serta supaya mengetahui bagaimana sinkronisasi pada peraturan mengenai
pemberian remisi olch direktorat jenderal pemasyarakatan dan penuntut umum.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penclitian hukum ini dengan
menggunakan tipologi penelitian normatif, kemudian penelitian hukum ini
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), metode
pendekatan konseptual (conceptual approach), kemudian menggunakan metode
pendekatan kasus (case approach).

Hubungan tugas lembaga penuntutan yang mana lembaga penuntutan
merupakan instansi kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang sesuai dengan
undang-undang memiliki tugas dan wewenang tercantum di dalam Pasal 30
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
pada bidang pidana sebagai yang melakukan penuntutan, melaksanakan ketetapan
hakim dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikkan, dan
melengkapai berkas perkara. Selanjutnya tugas dan wewenang lembaga
pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang
Pemaasyarakatan, lembaga pemasyarakatan yaitu lembaga atau tempat guna
melaksanakan fungsi pembinaan kepada narapidana. Lembaga pemasyarakatan
juga tetap memperhatikan hak asasi manusia dari seorang narapidana, narapidana
juga memiliki hak-hak nya sebagai narapidana salah satunya adalah hak untuk
mendapatakan remisi, teknis pemberian remisi ini diatur di dalam Peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 tahun 2018 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pembcrian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat beserta
perubahannya, selanjutnya mengenai pengaturan pemberian remisi ini tidak diatur
lebih lanjut di dalam undang-undang kejaksaan ataupun di dalam peraturan jaksa
agung sehingga dirasa terdapat kekosongan pengaturan terkait pemberian remisi ini
apabila di tinjau dari tugas dan wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagai
pelaksana putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap di dalam Pasal 1 Angka 6
Huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP juga menjelaskan bahwa yang
melaksanakan putusan pidana adalah penuntut umum, oleh karena itu perlunya
adanya payung hukum supaya kedua lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas
dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Remisi, Penuntut Umum, Kejaksaan, Lembaga
Pemasyarakatan.
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